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TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu
dikembangkan inovasi daerah melalui peningkatan
pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat serta peningkatan daya saing untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

. bahwa peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya
saing di Daerah yang dilaksanakan melalui Inovasi
Daerah perlu dirumuskan dalam roadmap penguatan
sistem inovasi daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri
Negara Riset dan Teknologi dan Nomor 03 Tahun 2012
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah tentang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa), Bupati menetapkan kebijakan penguatan
Sistem Inovasi Daerah di Daerah yang dituangkan
dalam roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap
Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2021-2026;
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1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimatan Selatan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206);

6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 484);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGUATAN
SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
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Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau
produk yang dihasilkan dari penerapan dan
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan
manusia.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa
adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar
institusi pemerintah, Pemerintahan Daerah, lembaga
kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang
inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah dalam
rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang
lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis, dan
menopang perwujudan visi misi Bupati Balangan.

Roadmap Penguatan SIDa adalah dokumen yang berisi
kebijakan umum dan program prioritas pembangunan
dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten
Balangan untuk periode 2021-2026.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode S (lima) tahun.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah  untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
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Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
adalah:
a. sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan
sektoral terkait pelaksanaan inovasi di Daerah; dan
b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun rencana kerja tahun 2021-2026.

BAB II
ROADMAP PENGUATAN SIDa

Pasal 3
(1) Roadmap Penguatan SIDa Tahun 2021-2026 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : KONDISI SIDa SAAT INI
BABIII : TANTANGAN DAN PELUANG
BAB IV : KONDISI SIDa YANG AKAN DICAPAI
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : INDIKATOR DAN PROGRAM
BAB VII : PROGRAM DAN RENCANA AKSI

(2) Isi beserta uraian Roadmap Penguatan SIDa Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Paringin
} nggal 18 Juni 2024

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Juni 2024

/" TARIS DAERAH
7 qg\‘ s "EN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 1'9830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 25



